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ABSTRAK

Perkawinan anak tetap menjadi permasalahan hukum dan sosial yang signifikan di Indonesia,
terutama di Kabupaten Probolinggo yang memiliki salah satu angka perkawinan anak tertinggi di
Jawa Timur. Fenomena ini berdampak negatif terhadap anak dalam aspek pendidikan, kesehatan,
ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menganalisis pencegahan perkawinan anak
dengan menggunakan pendekatan Sadd al-Dzari’ah, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk
mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan. Dengan metode yuridis empiris
dan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen
hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya
diperbolehkan dalam Islam tetapi juga dianjurkan. Pendekatan Sadd al-Dzari’ah diterapkan melalui
tiga unsur utama: al-ifda (dampak negatif perkawinan anak), al-wasilah (langkah pencegahan
seperti edukasi dan penegakan hukum), serta al-mutawasal ilaih (tujuan akhir untuk melindungi
hak-hak anak dan kesejahteraan mereka sesuai dengan Magqasid Syariah). Studi ini juga
mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti celah hukum dalam dispensasi

Copyright © 2025, Jurnal LITIGASI, e-ISSN: 2442-2274

67


mailto:ardhiesjb@gmail.com
mailto:fidah_cholil@syariah.uin-malang.ac.id
mailto:dr.suwandi@yahoo.com
mailto:abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Available online at: journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 67-101
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478

pernikahan, norma sosial yang masih mendukung perkawinan anak, serta faktor ekonomi yang
menjadi pendorong utama. Oleh karena itu, penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran
masyarakat, serta harmonisasi hukum Islam dengan hukum nasional sangat diperlukan untuk
menekan angka perkawinan anak secara efektif.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Hukum Islam, Sadd Al-Dzari’ah.

ABSTRACT

Child marriage remains a significant legal and social issue in Indonesia, particularly in Probolinggo, which
has one of the highest child marriage rates in East Java. This phenomenon negatively affects children in terms
of education, health, economy, and social well-being. This study analyzes child marriage prevention using the
Sadd al-Dzari’ah approach, which aims to prevent actions leading to harm. Employing an empirical juridical
method with a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and legal document
analysis. The findings reveal that preventing child marriage is not only permissible but also recommended in
Islamic law. The Sadd al-Dzari’ah approach is applied through three key elements: al-ifda (the negative impacts
of child marriage), al-wasilah (preventive measures such as education and legal enforcement), and al-
mutawasal ilaih (the ultimate goal of protecting children’s rights and well-being based on Magasid Shariah).
The study also highlights challenges in implementation, such as legal loopholes in marriage dispensation,
socio-cultural norms, and economic factors that continue to drive child marriages. Strengthening policies,
increasing public awareness, and integrating Islamic jurisprudence with national law are essential in
effectively reducing child marriage rates.

Keywords: Child Marriage, Islamic Law, Sadd Al-Dzari’ah

I. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan di bawah umur masih sering dijumpai pada
masyarakat di Timur Tengah dan Asia Selatan, dan beberapa kelompok
masyarakat di Sub Sahara Afrika. Sekitar 640 juta perempuan di dunia saat ini
telah menikah sebelum usia 18 tahun, dengan 12 juta kasus perkawinan anak
baru terjadi setiap tahun. Kondisi ini dianggap mengancam hak-hak dasar anak
(UNICEEF, 2023). Data penelitian terkait hukum pernikahan anak di 191 negara
dengan fokus pada batas usia minimum pernikahan, pengecualian hukum, dan
kesenjangan gender, mengungkapkan bahwa meskipun perjanjian
internasional seperti CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan) dan CRC (Konvensi Hak Anak)
menganjurkan usia minimum pernikahan 18 tahun, ditemukan banyak negara
masih memberikan pengecualian, sehingga melemahkan perlindungan

tersebut. Secara khusus, 23 negara mengizinkan pernikahan di bawah usia 18
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tahun berdasarkan ketentuan hukum umum, sementara 99 negara (52%)
mengizinkan pernikahan anak dengan persetujuan orang tua, menjadikannya
celah hukum yang paling umum digunakan. Selain itu, 30 negara lebih lanjut
menurunkan usia minimum pernikahan didasarkan pada alasan pembenaran
hukum adat dan agama(Arthur dkk., 2018).

Dalam konteks Indonesia, Badan statistik menunjukkan bahwa
perkawinan di bawah umur dengan pengantin berusia di bawah 16 tahun
mencapai lebih dari seperempat (Eko, 2023); bahkan, di beberapa daerah,
sepertiga dari perkawinan anak terjadi, seperti di Jawa Timur (39,43%),
Kalimantan Selatan (35,48%), Jambi (30,63%), dan Jawa Barat (36%) (Jalil, 2021).
Pada tahun 2022, Jawa Timur menjadi provinsi dengan persentase perkawinan
di bawah umur tertinggi, dengan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah
dengan angka perkawinan anak tertinggi nomor tiga di Jawa Timur. Status
tersebut didasarkan pada rekap perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 di
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang didominasi oleh
anak berusia 15-19 Tahun. Pengadilan Agama Kraksaan mencatat terdapat 722
permohonan diajukan dispensasi kawin hingga September 2023, diperoleh data
hanya 48 anak yang sudah bekerja, 675 sisanya didominasi oleh anak yang
belum bekerja. Di antara penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin
di antaranya adalah adanya tuntutan dari keluarga yang menginginkan
anaknya untuk segera menikah agar terhindar dari praktik perzinaan, juga
beberapa kasus disebabkan karena sudah terjadi hamil di luar
menikah(Aristoni, 2022).

Dalam rangka mencegah perkawinan anak, Pemerintah Kabupaten
Probolinggo terus mengupayakan berbagai tindakan, antara lain sosialisasi
melalui organisasi lokal, penyusunan regulasi terkait perkawinan, serta

penyelenggaraan kursus dan pendampingan pranikah. Diharapkan melalui
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program ini, calon pengantin yang belum cukup usia dan penghasilan dapat
memiliki kedewasaan yang lebih baik, sehingga angka perceraian di kalangan
anak muda juga dapat ditekan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP yang berbunyi,
“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur
19 (Sembilan belas) tahun” tidak berlaku absolut karena dalam keadaan
mendesak dapat menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan ketentuan
mengenai batas minimal usia perkawinan yang ada pada undang-undang,
maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin kepada
Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi
penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1),
orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada
pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung
yang cukup”. Sehingga, usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam
pembinaan rumah tangga (Candra, 2018). Pembatasan usia dimaksudkan agar
orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir,
kematangan jiwa, dan kekuatan fisik, sehingga kemungkinan keretakan rumah
tangga dapat dihindari (Kustini, 2013).

Namun, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan
kenyataan yang terjadi di masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya
perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama. Dispensasi kawin
sebenarnya memiliki kontradiksi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak
yang mengatur pencegahan terjadinya perkawinan anak. Lantaran hal tersebut
menunjukkan bahwa meskipun batas usia pernikahan telah dinaikkan, pintu
legalisasi perkawinan anak masih terbuka melalui mekanisme dispensasi
kawin (Komalasari dkk., 2023). Dispensasi kawin sendiri adalah salah satu jalan

bagi mereka yang tetap ingin melaksanakan perkawinan kendati usia masih
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belum memenuhi syarat minimal batas usia perkawinan(Rohman dkk., 2023).
Permohonan dispensasi kawin hanya boleh diajukan apabila memang sangat
mendesak, dan kedua calon mempelai harus segera dikawinkan untuk
menghindari kemungkinan timbulnya madarat yang lebih besar, maka
penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan
dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang (Insani dkk., 2024).

Dalam hukum Islam, baligh merupakan salah satu syarat utama
seseorang dianggap layak untuk menikah. Dalam figh klasik, baligh sering
dikaitkan dengan tanda-tanda biologis seperti mimpi basah bagi laki-laki dan
menstruasi bagi perempuan. Setiap mazhab dalam Islam memiliki batasan usia
yang berbeda untuk baligh. Misalnya, mazhab Hanafi menetapkan 18 tahun
bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan (Cholil & Izzuddin, 2023),
sementara mazhab Syafi'i menetapkan 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi
perempuan. Mazhab Hanbali menetapkan 15 tahun untuk keduanya,
sedangkan mazhab Maliki menggunakan tanda fisik seperti pertumbuhan
rambut sebagai indikator baligh (Nawawi dkk., 2022).

Dasar penetapan kondisi baligh sebagai syarat menikah merujuk pada
ketentuan al-Qur’an dalam Surah al-Nisa” ayat 6 berikut:

Sallsnl mgill 1326306 155 mgis afisl 516 &I 1ed] 131 o5 (aidll 161515

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara
harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka”.

Meskipun tidak menerangkan secara eksplisist tentang kondisi baligh
sebagai syarat perkawinan, ayat tersebut mengandung makna bahwa
kelayakan seseorang melangsungkan perkawinan dibatasi oleh usia baligh dan
rusyd (kecakapan seseorang dalam mengurus harta). Ibn Hazm berpendapat

apabila usia perkawinan tidak dibatasi dan di mana anak di bawah umur boleh
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melangsungkan perkawinan, maka esensi dari ayat ini akan terabaikan
(Zulaiha & Mutagqin, 2021).

Dari perbedaan pendapat tersebut menunjukan bahwa berbagai faktor
ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan,
terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Sedangkan angka-angka atau usia di
atas tidak selalu cocok untuk setiap daerah maupun wilayah di dunia ini. Setiap
daerah maupun wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing
sesuai dengan masa atau kondisi yang ada (Karim, 1996). Terdapat kesesuaian
antara hukum Islam dengan Perubahan ketentuan batas usia minimal
perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
dalam mewujudkan hukum nasional yang berkepribadian bangsa Indonesia.
Unsur agama berperan dalam menjaga hak-hak anak, melindungi masa-masa
belajar hingga mereka bekerja dengan tidak terburu-buru untuk melangkah ke
jenjang perkawinan. Dengan kata lain, Perubahan ketentuan batas usia
minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 jelas bersumber dari hukum Islam sebagai hukum agama yang sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai keakhlakan di masyarakat(Suwardiyati dkk.,
2021).

Beberapa penelitian terkait pencegahan perkawinan anak telah
dilakukan. Suryanti dan Rudy (Suryanti & Rudy, 2021) menemukan bahwa
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat mencegah perkawinan
anak, hal ini terlihat pada minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan
hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan
hukum, namun mereka sering kali lalai mempertimbangkan dampak negatif
dari perkawinan anak, sehingga mayoritas permohonan dispensasi pernikahan
disetujui. Eleanora dan Sari (Eleanora & Sari, 2020) mengungkapkan bahwa

tingginya angka perkawinan anak sering kali dipicu oleh kemiskinan dan
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pergaulan bebas. Oleh karena itu, diperlukan pemberian informasi yang tepat,
peningkatan akses serta kualitas pendidikan informal, dan dukungan terhadap
berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan perlindungan hak-hak anak.
Rahmatillah dan Nurila (Rahmatillah & Nurlina, 2019) juga menyebutkan
praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara non-prosedural
tanpa melibatkan aparat institusi negara yang berwenang, serta upaya
pencegahan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pelaksana hukum, tidak
akan efektif tanpa dukungan dari orang tua, tokoh adat, tokoh agama, serta
pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Penelitian tersebut
memiliki kesamaan dalam mengangkat pentingnya pencegahan perkawinan
anak, namun belum ada yang menggunakan perspektif Sadd al-Dzari’ah. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan
perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo melalui perspektif Sadd al-
Dzari’ah.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatan pencegahan
perkawinan anak dengan menerapkan konsep Sadd al-Dzari’ah, yang belum
banyak digunakan dalam kajian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian
sebelumnya yang berfokus pada kebijakan hukum positif, studi ini mengkaji
justifikasi pencegahan perkawinan anak dalam hukum Islam dengan
mempertimbangkan dampak negatif (al-ifda), sarana pencegahan (al-wasilah),
dan tujuan akhirnya (al-mutawasal ilaih). Selain itu, penelitian ini
mengintegrasikan model pencegahan struktural dan kultural berbasis maqasid
syariah, menjadikannya sebagai pendekatan komprehensif dalam membangun
kebijakan yang lebih efektif. Dengan fokus pada studi kasus Kabupaten
Probolinggo, penelitian ini juga memberikan analisis empiris berbasis data

lokal, memperkuat urgensi penerapan Sadd al-Dzari’ah dalam konteks
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pencegahan perkawinan anak di daerah dengan tingkat pernikahan anak yang

tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris. Penelitian kualitatif dipilih untuk memahami fenomena perkawinan
anak secara lebih mendalam, baik dari perspektif hukum Islam maupun dari
segi implementasi kebijakan di tingkat daerah. Pendekatan yuridis empiris
digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum tertulis
(das sollen), tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam
realitas sosial (das sein). Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengkaji
efektivitas regulasi perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo dengan
mengaitkannya pada prinsip Sadd al-Dzari’ah dalam hukum Islam.

Untuk memperoleh data yang valid, penelitian ini menggunakan 2 (dua)
jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung
dalam pencegahan perkawinan anak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
(DP3PA2KB) Kabupaten Probolinggo, Kementerian Agama Kabupaten
Probolinggo, Pengadilan Agama Kraksaan, serta organisasi perempuan seperti
PKK, Muslimat Nahdlatul Ulama, dan Aisyiyah. Informasi dari para informan
ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana regulasi yang ada
diterapkan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Sementara itu, data
sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan,
termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Surat Edaran Gubernur

Jawa Timur terkait dispensasi kawin, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas
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dampak dan pencegahan perkawinan anak dari perspektif hukum Islam dan
sosial.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan analisis kualitatif
deskriptif yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap utama. Tahap pertama adalah
reduksi data, di mana data hasil wawancara dan dokumen hukum
diklasifikasikan berdasarkan tema utama, seperti regulasi perkawinan anak,
implementasi kebijakan di Kabupaten Probolinggo, serta relevansinya dengan
konsep Sadd al-Dzari’ah dalam hukum Islam. Tahap kedua adalah penyajian
data, di mana hasil analisis dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif untuk
menggambarkan pola penerapan hukum serta bagaimana pendekatan Sadd al-
Dzari’ah digunakan sebagai justifikasi pencegahan perkawinan anak. Tahap
ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan untuk memberikan
temuan terkait efektivitas konsep Sadd al-Dzari’ah dalam kebijakan
pencegahan perkawinan anak serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang

dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Batasan Usia Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia

Perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan hubungan antar manusia
dan dengan Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Hedi dkk., 2017).
Perkawinan wajib mengikuti aturan agama dan negara. Dalam hukum Islam,
syarat dan rukun perkawinan diatur berdasarkan al-Qur’an dan sunnah.
Sementara dalam hukum positif Indonesia, aturan perkawinan tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Batasan usia perkawinan di Indonesia

mengalami perubahan signifikan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan

Copyright © 2025, Jurnal LITIGASI, e-ISSN: 2442-2274
75




Available online at: journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 67-101
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478

melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum pernikahan
bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sebelumnya, berdasarkan UU
No. 1 Tahun 1974, usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan
19 tahun bagi laki-laki (Imran dkk., 2024). Namun, melalui putusan Mahkamah
Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, pemerintah akhirnya merevisi ketentuan
tersebut lantaran perbedaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan
bersifat diskriminatif. Di samping itu, revisi tersebut juga disertai dengan
pertimbangan untuk memberikan perlindungan hak anak serta pencegahan
dampak negatif dari pernikahan dini. Perubahan ini memberi peluang bagi
pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan pencegahan perkawinan anak
dengan meningkatkan batas usia minimum yang harus dipatuhi oleh warga
negara (Imran dkk., 2024; Miqat dkk., 2023).

Terlepas dari itu, masih terdapat kontestasi pro dan kontra dalam
masyarakat terkait peningkatan usia pernikahan di Indonesia setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kelompok yang
mendukung kenaikan usia menikah berargumen bahwa aturan ini bertujuan
untuk menekan angka perceraian, mengurangi kemiskinan, meningkatkan
angka partisipasi sekolah, serta menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.
Mereka melihat pernikahan dini sebagai ancaman bagi kesejahteraan sosial dan
ekonomi, terutama bagi perempuan. Di sisi lain, kelompok yang menentang
aturan ini cenderung mengutamakan ketentuan hukum Islam yang mengacu
pada baligh sebagai syarat sah pernikahan. Mereka berpendapat bahwa aspek
budaya, faktor ekonomi, serta pergaulan remaja yang semakin bebas menjadi
alasan mengapa menikahkan anak pada usia muda masih dianggap sebagai
solusi yang lebih baik dibandingkan risiko pergaulan bebas dan kehamilan di
luar nikah. Akibatnya, banyak masyarakat menghindari aturan baru ini dan

memilih jalur nikah siri (pernikahan tidak tercatat), isbat nikah (legalisasi
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pernikahan), serta mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan
Agama(Supraptiningsih, 2021).

Perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun
2019 juga sejalan dengan nilai hukum Islam. Meskipun fuqaha berbeda
pendapat tentang usia baligh dalam hukum figh, terdapat kesepahaman bahwa
kedewasaan bukan hanya soal usia, tetapi juga kesiapan mental. Dalam hukum
Islam, baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah yaitu keluarnya air
mani saat tidur yang menandai bahwa tubuh seseorang mengalamai
kematangan biologis, dan bagi perempuan dengan menstruasi. Dijelaskan
dalam Kitab al-Figh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, batas baligh seorang anak
biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda
yaitu mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan (Asrori, 2015). Menurut
Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan
keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika
tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik,
baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi
menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya
rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan baligh adalah
15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi
laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi
perempuan ditandai dengan haidh (Nawawi dkk., 2022).

Kecakapan sendiri dalam hukum yang berlaku di Indonesia adalah
berlaku pada usia 18 tahun, 21 tahun, sedangkan dalam Perubahan ketentuan
batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan baik untuk laki-laki dan

perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Tampak di sini kesesuaian antara
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hukum Islam dengan Perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan
pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam
mewujudkan hukum nasional yang berkepribadian bangsa Indonesia. Unsur
agama berperan dalam menjaga hak-hak anak, melindungi masa-masa belajar
hingga mereka bekerja dengan tidak terburu-buru untuk melangkah ke jenjang
perkawinan (Karimullah, 2023). Dalam perspektif magashid syari’ah, perubahan
ini diharapkan dapat melindungi hak anak untuk belajar, berkembang, dan
berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi tanpa tekanan untuk
menikah dini(Naimah dkk., 2024).

Seiring dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini menetapkan
bahwa pemaksaan perkawinan, termasuk pernikahan anak yang terjadi di
bawah tekanan atau tanpa persetujuan penuh dari pihak yang menikah, dapat
dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Pernikahan anak sering Kkali
menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual,
terutama karena mereka belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani
hubungan pernikahan. Banyak anak perempuan yang menikah di bawah umur
mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, ketimpangan
kuasa dengan suami yang lebih tua, serta risiko kesehatan reproduksi. Oleh
karena itu, meskipun pernikahan anak tidak selalu dikategorikan sebagai
kekerasan seksual, ada aspek eksploitasi seksual dan pemaksaan yang dapat
masuk dalam ruang lingkup UU TPKS, terutama jika ada unsur coercion
(paksaan) atau lack of informed consent (kurangnya persetujuan yang

sah)(Sudirman dkk., 2023).

B. Konsep al-Dzari’ah dalam Hukum Islam
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Dalam konteks metodologi hukum Islam (ushul fikih), adz-dzari’ah
berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan
hukum syariah, yang mencakup konsep ketaatan atau ketidaktaatan, serta apa
yang halal (halal) dan tidak halal (haram) (Amalia & Sudistina, 2024). Ibn
Qayyim mengartikan al-dzari'ah sebagai "sesuatu yang menjadi perantara dan
jalan menuju sesuatu". Ia mendefinisikan al-dzari'ah secara luas, mencakup
sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang harus dilakukan(Mutakin dkk., 2022).
Oleh karena itu, adz-dzari’ah dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian: Sadd adz-
dzari’ah, yang mengacu pada larangan, dan fath adz-dzari’ah yang merujuk pada
kebolehan atau keharusan melakukan sesuatu (Nashrullah & Shalikhah, 2021).
Secara etimologis, istilah Sadd adz-dzari’ah terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu
sadd yang berasal dari akar kata sadda-yasaddu yang berarti menutup atau
menghalangi, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan, sedangkan adz-
dzari’ah menandakan cara, metode, atau jalan untuk mencapai tujuan (Baroroh,
2018). Selanjutnya dalam segi terminologis, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan
sadd al-dzari’ah sebagai tindakan menolak sesuatu yang sebenarnya
diperbolehkan untuk mencegahnya mengarah pada akibat yang berbahaya
atau merugikan. Sementara itu, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman
mendefinisikan sadd al-dzari’ah sebagai upaya menghilangkan atau
menghalangi jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang sadd
adz-dzari’ah adalah pendekatan preventif yang berusaha untuk mencegah
kemungkinan negatif dan menjaga diri dari tindakan yang dapat menyebabkan
hasil yang merugikan(Siddiq dkk., t.t.).

Dalam hukum Islam, metode ini berfungsi sebagai pedoman bagi
individu untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menyebabkan
konsekuensi yang tidak diinginkan (Baroroh, 2018; Othman dkk., 2022). Dalam

arti lain, jika terdapat suatu perbuatan yang diduga dapat menimbulkan
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kerusakan, maka perbuatan tersebut harus dicegah agar tidak berdampak pada
kerusakan. Dengan demikian, meskipun di satu sisi perbuatan tersebut tidak
dijelaskan secara eksplisit dalam hukum Syari'ah, di sisi lain konsekuensi dari
perbuatan tersebut dapat menjadi perantara menuju sesuatu yang dilarang
dalam Syari'ah. Ushul Figh menekankan bahwa menghindari kerusakan lebih
diutamakan daripada memperoleh manfaat. Hal ini didasarkan pada kaidah
bahwa " menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan

kemaslahatan." (Triana dkk., 2023)

C. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo

Upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo
melibatkan berbagai isu lintas sektor (cross-cutting issues) yang memengaruhi
efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan, yakni interaksi antara
faktor sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan kebijakan hukum yang secara
kompleks memengaruhi keputusan masyarakat dalam hal pernikahan anak
(Cholil & Izzuddin, 2023). Setiap isu berkontribusi terhadap upaya pencegahan
serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kesehatan reproduksi
menjadi isu utama dalam pencegahan perkawinan anak, di mana perkawinan
anak sering kali menyebabkan masalah kesehatan, seperti komplikasi
kehamilan dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Kesehatan
reproduksi menurut WHO melibatkan kondisi fisik, mental, dan sosial yang
berkaitan dengan sistem reproduksi pada semua tahap kehidupan. Hal ini
tidak hanya mencakup kesehatan fisik dalam hal reproduksi, tetapi juga hak
untuk memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan yang
mendukung  kesejahteraan reproduksi. Dalam konteks pencegahan
perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo, perspektif ini sangat relevan

karena perkawinan anak seringkali mengakibatkan dampak negatif pada
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kesehatan reproduksi remaja. Edukasi tentang kesehatan reproduksi dilakukan
oleh berbagai lembaga seperti DP3AP2KB, Kementerian Agama, dan organisasi
masyarakat seperti Aisyiyah dan Muslimat NU serta melalui kegiatan
Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Perkawinan
(BIMWIN), tentang pentingnya kesiapan fisik sebelum pernikahan, sehingga
remaja dan keluarga menyadari risiko kesehatan yang dihadapi oleh
perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan memahami risiko
kehamilan di usia dini (Isnaini & Sari, 2019).

Lembaga dan kegiatan tersebut juga memberikan penyuluhan tentang
pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang
untuk mengurangi risiko kesehatan (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).
Remaja yang hamil di usia dini cenderung kurang siap dari segi nutrisi dan
kesehatan, sehingga bayi yang dilahirkan berisiko mengalami masalah
pertumbuhan dan gizi buruk (Pebriani dkk. 2022). Selain itu, remaja
perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi
mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia,
anemia, dan kelahiran prematur. Hal ini terjadi karena organ reproduksi
mereka belum sepenuhnya matang, yang membuat mereka lebih rentan
terhadap masalah kesehatan (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021).

Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan
mental remaja, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas.
Banyak keluarga di Kabupaten Probolinggo melihat pernikahan anak sebagai
solusi untuk masalah ekonomi dan sosial. Perspektif ini sering kali didasari
oleh harapan bahwa dengan menikahkan anak, tanggung jawab ekonomi akan
beralih ke pasangan mereka. Namun, pandangan ini justru sering kali
memperburuk kondisi kesejahteraan anak, terutama dalam hal kesehatan

reproduksi (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021).
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Faktor ekonomi sangat mempengaruhi keputusan orangtua untuk
menikahkan anak mereka di usia dini. Banyak keluarga di Kabupaten
Probolinggo yang menganggap pernikahan sebagai cara untuk mengurangi
beban ekonomi. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak sering
kali perlu disertai dengan program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi
tekanan ini. Upaya untuk memberikan akses terhadap modal usaha kepada
keluarga di Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui kolaborasi dengan
lembaga keuangan mikro. Melalui bantuan modal ini, keluarga diharapkan
dapat memulai usaha kecil yang berpotensi memberikan penghasilan
berkelanjutan. Seperti di Afrika Selatan, kasus pernikahan anak berkurang
karena adanya program pemberdayaan ekonomi yang berhasil mendorong
perekrutan tenaga kerja (Williams dkk., 2022). Akses modal ini penting untuk
menciptakan kemandirian ekonomi keluarga dan mengurangi ketergantungan
mereka pada pernikahan anak sebagai solusi ekonomi. Dengan adanya
dukungan finansial, keluarga dapat lebih fokus pada pendidikan anak-anak
mereka.

Selain itu pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam pencegahan
perkawinan anak. Program Wajar Dikdas (Wajib Belajar Pendidikan Dasar)
yang diatur melalui Peraturan Pemerintah memiliki tujuan untuk
meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama bagi anak-anak dari
keluarga kurang mampu. Beberapa poin penting dari Wajar Dikdas terkait
pencegahan perkawinan anak antara lain: 1) Meningkatkan Partisipasi
Pendidikan Anak. Program Wajar Dikdas bertujuan untuk memastikan bahwa
setiap anak mendapatkan pendidikan dasar minimal hingga usia 18 tahun.
Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan anak-anak tidak terputus dari
pendidikan dan terus melanjutkan sekolah hingga jenjang menengah(Firman,

2025). Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, program ini dapat

Copyright © 2025, Jurnal LITIGASI, e-ISSN: 2442-2274
82




Available online at: journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 67-101
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478

menekan angka perkawinan anak karena anak-anak masih terikat dalam
kewajiban belajar. 2) Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga. Dengan adanya
program ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak lagi harus
menghadapi kendala biaya untuk melanjutkan pendidikan dasar. Hal ini
sangat penting untuk menekan motif ekonomi yang sering kali menjadi alasan
bagi orang tua untuk menikahkan anak mereka. Dengan pendidikan gratis
hingga SMA, orang tua diharapkan tidak lagi melihat pernikahan sebagai
solusi untuk mengurangi beban ekonomi. 3) Peningkatan Kualitas Hidup
Anak. Pendidikan yang lebih lama dapat memberikan anak-anak, terutama
perempuan, keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, sehingga mereka
memiliki potensi untuk berkontribusi secara produktif di masa depan. Anak-
anak yang memiliki pendidikan yang cukup cenderung memiliki aspirasi yang
lebih tinggi dan lebih banyak pilihan karier, yang secara tidak langsung dapat
mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia dewasa.

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo
Perspektif Sadd al- Dzari’ah

Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo memiliki dampak yang luas
dan mendalam, mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Dampak kesehatan dari perkawinan anak juga signifikan, dengan remaja
perempuan menghadapi risiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi,
termasuk komplikasi saat hamil dan melahirkan. Kondisi ini berpotensi
melahirkan anak-anak dengan masalah kesehatan, seperti stunting dan gizi
buruk. Selain itu, banyak remaja, terutama perempuan, yang kehilangan akses
untuk melanjutkan pendidikan, menghambat pengembangan individu dan
masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi dampak perkawinan anak sangat
penting untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan meningkatkan

kualitas hidup di Kabupaten Probolinggo, yang mana apabila ditinjau dari segi
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maslahat dan mafsadat, ada beberapa catatan analisis tentang maslahah dan
mafsadat (keuntungan dan kerugian) terkait perkawinan anak di Kabupaten
Probolinggo.

Menurut Syatibi, Syari'ah ditetapkan dengan tujuan utama untuk
mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.
Kemaslahatan ini dapat dicapai melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan
mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan bagi manusia (jalb al-
manafi’), serta menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan (dar” al-
mafasid)(Asman & Muchsin, 2021). Dalam konteks ini, konsep sadd al-dzari‘ah
memiliki peran penting sebagai mekanisme preventif dalam hukum Islam. Sadd
al-dzari’ah menekankan pentingnya menutup dan menghalangi jalan yang
dapat mengarah pada hal-hal yang dilarang atau merugikan, sehingga selaras
dengan prinsip dar’ al-mafasid. Dengan menerapkan sadd al-dzari’ah, Syari'ah
tidak hanya berupaya menghindarkan manusia dari perbuatan yang secara
langsung diharamkan, tetapi juga dari tindakan yang berpotensi menjadi
perantara menuju keburukan(Mutakin dkk., 2022). Oleh karena itu, konsep ini
menjadi bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan umat dengan
memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak membuka peluang bagi
kerusakan dan pelanggaran hukum Syari'ah.

Dalam konteks ini, maslahah merujuk pada kemanfaatan atau kebaikan
yang diperoleh dari mencegah perkawinan anak, sedangkan mafsadat adalah
kerugian atau bahaya yang muncul akibat praktik perkawinan anak. Tujuan
syariah, yang merupakan tujuan utama hukum Islam, berusaha melindungi 5
(lima) aspek penting: jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-
nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifz al-din)(Asy-Syathibi, t.t., hlm. 178-
179). Oleh karena itu, mencegah perkawinan anak adalah bentuk perlindungan

terhadap kehidupan mereka. Perkawinan anak dapat menyebabkan putusnya
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Pendidikan lantaran adanya beban untuk menjalankan tugas-tugas keluarga
dan dampak negative pada kesehatan reproduksi (Sopyan dkk., 2023). Dengan
demikian pencegahan perkawinan anak sejalan dengan prinsip maqasid
syariah untuk menjaga akal (hifz al-‘aql) dan (hifz al-nafs).

Akses terhadap pendidikan adalah salah satu hak dasar yang dilindungi
oleh hukum syariah, karena pendidikan memungkinkan pengembangan akal
dan intelektual manusia (hifz al-‘aql). Anak-anak yang dinikahkan pada usia
muda cenderung putus sekolah, terutama perempuan, yang diharapkan untuk
menjadi ibu rumah tangga dan mengurus keluarga sejak usia muda.
Kehilangan akses pendidikan berarti kehilangan hak untuk mengembangkan
akal (hifz al-“aql) dan menjadi individu yang lebih mandiri dan produktif.
Muham et al., menyatakan bahwa pernikahan anak sering kali mengganggu
kesempatan pendidikan dan menyebabkan tingkat melek huruf yang lebih
rendah dan prospek karier yang terbatas(Muham dkk., 2024). Ullah et al,,
dalam kajiannya menemukan bahwa di Pakistan, banyak pengantin
perempuan muda yang tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan
pendidikan pasca pernikahan, sehingga melanggengkan siklus kemiskinan dan
ketergantungan(Ullah dkk., 2021). Dengan menunda usia pernikahan, anak-
anak dapat melanjutkan pendidikan mereka, memperoleh pengetahuan dan
keterampilan yang lebih baik, dan menjadi anggota masyarakat yang
produktif. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk
mengembangkan intelektualitas mereka dan melanjutkan pendidikan hingga
ke jenjang yang lebih tinggi (Putra & Burhanusyihab, 2023).

Perkawinan anak juga berdampak pada kualitas generasi yang akan
datang. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan di bawah umur berisiko
mengalami stunting atau gangguan gizi, yang bisa menghambat

perkembangan fisik dan mental mereka (Khan dkk., 2024). Dengan mencegah
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perkawinan anak, keluarga dapat lebih siap dalam hal perencanaan dan
tanggung jawab keluarga, termasuk memberikan perawatan dan pendidikan
yang layak bagi anak-anak. Hal ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan
yang berkualitas, seperti yang diatur dalam magqasid syariah.

Dalam konteks ini, penerapan Sadd al-dzari’ah menjadi sangat relevan
sebagai langkah pencegahan untuk menghindari dampak negatif perkawinan
anak. Perkawinan anak, meskipun secara hukum syariah sah jika dilakukan
setelah mencapai usia baligh, dapat dicegah berdasarkan Sadd Al-dzari’ah untuk
melindungi kepentingan yang lebih besar, yakni kesejahteraan anak-anak.
Dalam Sadd As-Zari’ah, terdapat 3 (tiga) unsur, yang pertama adalah al-ifda,
(dampak atau akibat akhir), al-wasilah (cara atau sarana), dan al-mutawasal ilaih
(tujuan atau hasil akhir). Ketiga unsur ini membantu dalam menganalisis
fenomena perkawinan anak melalui Sadd As-Zari’ah, menilai dampaknya,
menentukan sarana untuk mencegahnya, dan memahami tujuan yang ingin
dicapai (Nashrullah & Shalikhah, 2021).

Al-ifda adalah dampak atau akibat akhir yang muncul sebagai hasil dari
suatu tindakan(Muhammad Hisyam al-Burhani, 1985, hlm. 117). Dalam
konteks perkawinan anak, al-ifda merujuk pada dampak negatif yang
ditimbulkan oleh praktik ini, baik pada anak-anak yang terlibat maupun
masyarakat secara keseluruhan. Unsur al-ifda berfokus pada hasil akhir atau
dampak dari suatu perbuatan. Al-wasilah adalah segala sesuatu yang menjadi
sarana atau jalan menuju suatu tujuan. Terkadang, suatu perbuatan yang tidak
diniatkan untuk menimbulkan kerusakan justru berujung pada dampak negatif
yang tidak terduga. Misalnya, seorang Muslim yang karena kecintaannya
kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW. mencela tuhan orang-orang kafir
dengan maksud menegakkan kebenaran. Namun, tindakan tersebut justru

membuka peluang bagi mereka untuk membalas dengan menghina Allah SWT.
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Oleh karena itu, perbuatan semacam ini dilarang karena dianggap sebagai al-
wasilah yang mengarah pada keburukan(Muhammad Hisyam al-Burhani, 1985,
hlm. 113). Dalam pencegahan perkawinan anak, sarana yang digunakan
meliputi kebijakan hukum, pendidikan, dan kesadaran masyarakat.
Al-mutawasal Ilaih adalah tujuan akhir yang diinginkan atau dicapai
melalui suatu tindakan. Dalam konteks adz-dzari’ah, jika tujuan tersebut tidak
dilarang, maka sarana yang mengantarkannya pun tidak dianggap
terlarang(Muhammad Hisyam al-Burhani, 1985, hlm. 121). Dalam konteks
pencegahan perkawinan anak, al-mutawasal ilaih mencakup perlindungan hak-
hak anak, kesejahteraan, serta pemenuhan tujuan syariah (maqasid syariah),
seperti menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-"agl), dan keturunan (hifz al-nasl).
Al-mutawasal Ilaih merujuk pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Dalam
konteks pencegahan perkawinan anak, tujuan akhirnya adalah melindungi
hak-hak anak dan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Tindakan
pencegahan perkawinan anak dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak
memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.
Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melindungi mereka
yang rentan, termasuk anak-anak. Melalui pencegahan perkawinan anak, anak-
anak dapat terlindungi dari eksploitasi dan memiliki kesempatan untuk
berkembang secara optimal (Kaas dkk., 2024; Tanjung dkk., 2024). Apabila
tujuan dari pencegahan perkawinan anak adalah untuk melindungi hak-hak
anak dan mencapai kesejahteraan, maka tindakan ini sesuai dengan syariah.
Tujuan akhir dari pencegahan perkawinan anak juga selaras dengan magqasid
syariah, yaitu melindungi jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan
(hifz al-nasl). Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang
sehat dan berkeadilan, di mana hak-hak setiap individu, terutama anak-anak,

dijamin dan dilindungi.
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Secara keseluruhan, tujuan hukum Islam (syari’ah) dalam pencegahan
perkawinan anak menekankan perlindungan menyeluruh terhadap
kesejahteraan anak. Ketika anak-anak terlindungi dari praktik perkawinan
anak, mereka lebih mampu menjalani kehidupan yang sehat, berpendidikan,
dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pencegahan perkawinan
anak juga sejalan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, sebagaimana
diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Perlindungan
Anak. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child — CRC) sejalan
dengan upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagai instrumen hak asasi
manusia internasional yang paling komprehensif, CRC menjamin hak-hak anak
dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik.
Prinsip-prinsip utama CRC yang relevan dengan pencegahan perkawinan anak
meliputi hak dan perlindungan bagi anak, prinsip non-diskriminasi (Pasal 2),
serta kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap
tindakan yang menyangkut anak (Pasal 3). Selain itu, CRC menegaskan hak
anak atas kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan (Pasal 6), serta
menghormati pandangan anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka
(Pasal 12). Dalam hal pendidikan, CRC memastikan hak anak untuk
mendapatkan akses pendidikan yang layak. Terkait dengan perkawinan anak,
CRC mengharuskan negara untuk menjamin bahwa pernikahan hanya dapat
dilaksanakan dengan persetujuan bebas dan penuh, serta secara eksplisit
melarang pertunangan dan perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal
16 (2). Untuk mengimplementasikan ketentuan CRC, Komite Hak Anak PBB
mendorong negara-negara untuk menerjemahkan bahasa hukum dalam
konvensi ini ke dalam kebijakan, strategi, dan program konkret. Dengan

demikian, CRC menekankan kepentingan terbaik bagi anak, memastikan
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mereka mendapatkan perawatan yang optimal, akses terhadap pendidikan,
serta perlindungan dari eksploitasi.(Failin dkk., 2022; Nazmi & Syofyan, 2023)

Analisis Sadd Al-dzari’ah menggunakan unsur al-ifda, al-wasilah , dan al-
mutawasal ilaih menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak menjadi
suatu keharusan yang memang perlu dilaksanakan dalam hukum Islam.
Dampak negatif perkawinan anak (al-ifda) menuntut adanya tindakan preventif
yang efektif, baik melalui pendidikan, penegakan hukum, maupun kampanye
kesadaran masyarakat (al-wasilah). Tujuan akhir dari pencegahan ini (al-
mutawasal ilaih) adalah melindungi hak-hak anak dan mencapai kesejahteraan
sosial yang lebih baik, sesuai dengan prinsip magasid syari’ah (Saputra, 2023).
Kaidah-kaidah fiqih yang relevan mendukung upaya pencegahan ini,
menjadikannya sebagai langkah yang sah dalam rangka menjaga kemaslahatan
umum.

Terdapat 2 (dua) model pencegahan yang relevan dengan menggunakan

Sadd Al-dzari’ah, yaitu pencegahan secara kultural dan pencegahan secara

struktural.

Tabel 1. Model Pencegahan Perkawinan Anak

No Pencegahan Kultural Pencegahan Struktural

1 Penyuluhan dan Workshop di Peraturan dan Kebijakan
tingkat masyarakat

2 Pendekatan tokoh agama dan Program belajar 12 tahun
tokoh masyarakat

3 Pemberdayaan ekonomi Pelayanan kesehatan reproduksi

Masyarakat
4 Perubahan pada norma sosial Rencana Aksi Daerah Pencegahan
Perkawinan Anak (RAD-PPA)
5 Selektif dalam pelaksanaan
dispensasi nikah melalui UU
Perlindungan Anak 5
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Kedua model tersebut bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat Kabupaten Probolinggo mengingat mudharat yang ditimbulkan
dari praktik perkawinan anak. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi
dalam pencegahan perkawinan anak. Pendekatan kultural bekerja untuk
mengubah persepsi dan nilai sosial yang mengakar di masyarakat, sementara
pendekatan struktural menyediakan kerangka kebijakan dan penegakan
hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak. Kolaborasi antara
pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama sangat penting untuk
mencapai perubahan yang berkelanjutan dan efektif dalam menurunkan angka
perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak bertujuan melindungi hak-
hak dasar anak, seperti hak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh
pendidikan yang layak. Anak-anak yang menikah dini sering kali kehilangan
hak-hak ini, sehingga pencegahan perkawinan anak berfungsi untuk menjamin
pemenuhan hak-hak mereka(Marasaoly dkk., 2024).

Pendekatan Sadd al-Dzari’ah dalam hukum Islam berfungsi sebagai
mekanisme preventif untuk mencegah sesuatu yang berpotensi menimbulkan
kemudaratan. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Kabupaten
Probolinggo, konsep ini diterapkan melalui tiga aspek utama, yaitu al-ifda’
(dampak negatif), al-wasilah (sarana pencegahan), dan al-mutawasal ilaih
(tujuan yang dicapai). Perkawinan anak memiliki berbagai dampak negatif,
seperti gangguan kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan,
ketidakstabilan ekonomi, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah
tangga. Oleh karena itu, pemerintah setempat telah menerapkan beberapa
strategi pencegahan, seperti sosialisasi hukum, program edukasi pranikah,
serta pengawasan ketat terhadap dispensasi kawin. Tujuan utama dari upaya
pencegahan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, mencegah eksploitasi,

serta memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam
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perspektif tujuan hukum Islam, pencegahan perkawinan anak selaras dengan
prinsip hifz al-nafs (melindungi jiwa) hifz al-aql (melindungi akal) dan
keturunan (hifz al-nasl), karena anak-anak yang menikah dini berisiko
mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan kehilangan hak atas
pendidikan. Dengan demikian, intervensi berbasis Sadd al-Dzari’ah tidak
hanya direkomendasikan tetapi juga menjadi keharusan dalam hukum Islam
untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia
minimal pernikahan 19 tahun, masih terdapat celah hukum berupa dispensasi
kawin yang membuat praktik perkawinan anak tetap marak terjadi(Insani dkk.,
2024). Data dari Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa dari 897
permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023, mayoritas dikabulkan.
Terbukti dari 892 perkara dispensasi kawin tersebut, 775 perkara dikabulkan,
73 perkara ditolak, 32 perkara tidak diterima, Serta 12 perkara dicabut (Igbal,
2024). Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan hukum serta adanya tekanan
sosial untuk menikahkan anak. Selain faktor hukum, tingginya angka
perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo juga dipengaruhi oleh norma
sosial, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran hukum. Banyak keluarga
masih menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari zina atau
sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah. Faktor ekonomi juga menjadi
alasan utama, di mana beberapa keluarga menikahkan anak mereka dengan
harapan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi(Sudirman dkk., 2023).
Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan
anak menyebabkan mereka sulit memahami dampak negatifnya(Kusmayanti
dkk., 2024).

Dari analisis ini, terlihat bahwa pendekatan hukum formal saja tidak

cukup untuk menekan angka perkawinan anak. Diperlukan strategi yang lebih
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komprehensif, termasuk pendekatan struktural dan kultural berbasis Sadd al-
Dzari’ah. Penguatan kebijakan pencegahan dapat dilakukan dengan
memperketat pemberian dispensasi kawin, sementara program edukasi dan
pemberdayaan ekonomi bagi remaja dan keluarga perlu ditingkatkan. Selain
itu, pelibatan tokoh agama dan masyarakat menjadi sangat penting untuk
mengubah paradigma sosial tentang pernikahan anak. Oleh karena itu, upaya
pencegahan perkawinan anak harus dilakukan melalui harmonisasi antara
hukum Islam dan hukum positif dengan memperkuat penegakan hukum,
sosialisasi edukatif, serta peran aktif masyarakat dan pemerintah agar angka

perkawinan anak dapat ditekan secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak
masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Probolinggo, dengan
berbagai faktor yang mendorong praktik ini, termasuk norma sosial, tekanan
ekonomi, dan celah hukum dalam dispensasi pernikahan. Meskipun Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia pernikahan menjadi
19 tahun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan,
terutama karena dispensasi kawin masih diberikan secara luas oleh pengadilan
agama. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan Sadd al-Dzari’ah
menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya dibenarkan
tetapi juga dianjurkan, karena pernikahan di usia dini dapat menimbulkan
berbagai dampak negatif seperti putus sekolah, kemiskinan, kekerasan dalam
rumah tangga, serta risiko kesehatan reproduksi. Penerapan Sadd al-Dzari’ah
dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak diwujudkan melalui 3 (tiga)
unsur utama, yaitu al-ifda’ yang mengidentifikasi dampak negatif perkawinan

anak, al-wasilah yang mencakup strategi pencegahan seperti edukasi, advokasi,

Copyright © 2025, Jurnal LITIGASI, e-ISSN: 2442-2274
92




Available online at: journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 67-101
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19478

dan kebijakan hukum yang ketat, serta al-mutawasal ilaih yang berorientasi pada
perlindungan hak anak sesuai dengan Magqasid Syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan kebijakan
pencegahan perkawinan anak tidak dapat bergantung pada regulasi semata,
melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.
Pengetatan pemberian dispensasi perkawinan dengan standar hukum yang
lebih ketat perlu dilakukan agar tidak disalahgunakan sebagai celah untuk
melegalkan pernikahan anak. Selain itu, peningkatan edukasi dan
pemberdayaan ekonomi bagi keluarga, terutama di daerah dengan angka
perkawinan anak yang tinggi, sangat penting agar orang tua tidak lagi melihat
pernikahan anak sebagai solusi ekonomi. Pelibatan aktif tokoh agama dan
masyarakat juga diperlukan dalam mengubah perspektif sosial yang masih
mendukung perkawinan anak, sehingga terjadi harmonisasi antara hukum
Islam dan hukum positif dalam mencegah perkawinan anak. Penguatan
pengawasan dan penegakan hukum, termasuk kolaborasi antara pemerintah
daerah, Pengadilan Agama, dan organisasi masyarakat sipil, menjadi langkah
strategis untuk memastikan kebijakan pencegahan berjalan secara efektif.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor
penyebab perkawinan anak dari perspektif yang lebih luas, termasuk dampak
teknologi informasi, pengaruh media sosial, dan migrasi masyarakat. Selain itu,
kajian mendalam tentang efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan anak
di berbagai daerah juga perlu dilakukan untuk memberikan rekomendasi
kebijakan yang lebih tepat guna. Penelitian kolaboratif antar bidang, seperti
hukum, kesehatan, pendidikan, dan sosial, diharapkan dapat memberikan
gambaran yang lebih komprehensif tentang cara terbaik untuk menekan angka
perkawinan anak di Indonesia. Peneliti juga perlu memfokuskan perhatian

pada evaluasi implementasi kebijakan daerah, seperti Rencana Aksi Daerah
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(RAD), untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berjalan dan tantangan

yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan.
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